
BUPATl BANYUMAS 

PERATURAN BUPATI BANYUMAS 

NOMOR '29TAHUN 2007 

TENTANG 

TUNJANGAN KOMUNIKASI INTENSIF BAGI PIMPINAN DAN ANGGOT A DPRD, 

SERTA BELANJA PENUNJANG OPERASIONAL PIMPINAN DEWAN 

PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANYUMAS 

Menimbang: 

Mengingat : 

TAHUN 2007 

BUPATI BANYUMAS, 

a. bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 10 A dan Pasal 24 A Peraturan 
Oaerah Kabupaten Banyumas Nomor 2 Tahun 2007 tentang Perubahan 
Kedua Alas Peraturan Daerah Kabupaten Banyurnas Nomor 34 Tahun 
2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan 
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyumas rnaka 
kepada Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
Kabupaten Banyumas diberikan Tunjangan Komunikasi lntensif serta 
kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Oaerah Kabupaten 
Banyumas disediakan dana setiap bulan un\\Jk menunjang kegiatan 
operasional yang berkattan dengan representasi, pelayanan dan 
kebutuhan lain guna melancarkan pelaksanaan tugas pimpinan Dewan 
Perwakilan Rakyat Oaerah sehari hari; 

b. bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 24 E Peraturan Oaerah Kabupaten 
Banyumas Nomor 2 Tahun 2007 tersebut, maka besaran Tunjangan 
Komunikasi lntensif dan Belanja Penunjang Operasional sebagaimana 
tersebut huruf a perlu diatur dengan Peraturan Bupati . 

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah­
daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah; 

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 lentang Penyelenggaraan Negara 
yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75 Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 3851): 

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan 
Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahon Nomor 4286); 

4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan 
MPR, OPR, OPO dan DPRO {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2003 Nomor 92 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4310); 



5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 , Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

6. Undang-Undang Nornor 32 Tahun 2004 tentang Pemerinta'han Daerah 
(lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, 
Tambehan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti 
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemenntahan Daerah 
(lemb11ran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, 
Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493) yang telah 
ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 8 T ahun 2005 (Lembaran 
Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor4548 

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan 
Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4438); 

I 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan 
Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2d04 Nomor 
90 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nort1or 4416) 
seb!l!:j~imana telah diubah terakhir dengan Peraturan Perhetihlah Nomor 
21 Ta~ur 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Q07 Nomor 
47, ta(hbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Norrlor47_12); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik lr1dtll1eSII! Ndnior 
4578); 

1b. Peraturan Metiteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentatlg Pedoman 
Pengelolaan Keuangan Daerah: 

11. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 34 Tahun 2004 tent11ng 
KedUdllk!ln Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan 
Per.\,akilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Dlletah 
Kabupaten 8anyumas Tahun 2004 Nomor 28 Seri E) sebagaimana lelah 
dlubah kedua kalinya dengan Pe<aturan Daerah Kabupateh Banyutnas 
Nomor 2 tahufi 2007 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan tJiierah 
Kabupaten Banyumas Nomor 34 Tahun 2004 tentang Kedudukan 
Ptotokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan 
Rakyat Oaerah Kabupaten 8anyumas (Lembaran Daerah Kabupaten 
Banyumas Tahun 2007 Nomor 1 Seri E); 

12. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 7 Tahun 2004 tentang 
Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyumas. (Lembaran Daerah 
Kabupaten Banyumas Tahun 2004 Nomor 6 Seri D ); 



Menetaokan 

13. Pera1uran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2007 tentang 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 
Anggaran 2007 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun Tanggal 
12 Maret 2007 Nomor 1 seri A); 

MEMUTUSKAN : 

PERATURAN BUPATI TENTANG TUNJANGAN KOMUNIKASI INTENSIF 
BAGI PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD KABUPATEN BANYUMAS DAN 
BELANJA PENUNJANG OPERASIONAL PIMPINAN DEWAN 
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 
2007. 

(1) Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2007 dihil.1.mg berdasarkan 
Pendapatan Umum Daerah dikurangi dengan Belanja Pegawai Negeri Sipil Daerah. 

(2) Berdasarkan penghitungan sebagaimana dimaksud pada ay~t (1), Kemampuan Keuangan 
Daerah Kabupall3n Banyumas tahun 2007 sebesar Rp 368.915.154.316.00 (tiga rat~s eniim 
ptlluh delapan mllyar sembilan ratus lima belas juta seratus lima puluh empat ribu tiga ratus 
enam belas rupiah) termasuk ketompok sedsng, dengan rincian penghitungan sebagaimana 
tersebut datam Latnpiran I Peraturen Bupati ini. 

(3) Penghitungan Kematll)uan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini 
dilakukan oleh Tim Ariggaran Pernerintah Daerah Kabupaten Banyumas 

Pasal2 

(1) Memberikarl tunJllngan Komunikasi lntensif kepada Pimpinan dan Anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyumas masing-masing sebanyak 2 (dua) kati uang 
RepreseHlasi Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Oaerah Kabupaten Banyurt1as, deng~n rir1t:llin 
penghitungan sebagaimana tersebut dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini. 

(2) Tunjangah K6munika" tnlensif sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dlbayarkan setllll> 
bulan terllllut19 mulai t.lng~al 1 Januari 2007. 

Pasal3 

(1) ~nyediakan Bi!lanja Penuh]ang Operasional kepada Pimpinan Dewan Peiwa~ilan Rakyat 
Daerah Kabupaten !ltlt1yu111a~ sebanyak 4 ( empat) kali uang representasi K!!tua Dewan 
Perwakilan Rl!kyat Daerah K!lblipaten Banyumas ditambah 2½ (dua seperdu.l) kali jumlah 
uang representtlSi selUrUtl Wdkil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat oaetsh Kabupaten 
Banyumas, dengan rincian penghitungan sebagaimana tersebut dalatn Lamplran Ill 
Peraturan BupaU lni, 

(2) Belanja Penunjang Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam 
Pos Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. 

(3) Belanja Penunjang Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan terhi1ung 
mulai tanggal 1 Juhi 2007. 



Pasal4 

Besamya uang representasi Ketua Dewan Perwal<ilan Rakyat Daerah yang digunakan sebagai 
dasar untuk menghitung besarnya Tunjangan Komunikasi lntensif dan Belanja Penunjang 
Operasional adalah sebesar Rp 2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah} 

Pasal5 

Penganggaran dan Pertanggungjawaban Tunjangan Komunikasi lntensif Pimpinan dan Anggota 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyumas dan Belanja Penunjang Operasional 
Pirr'4)inan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyumas dilaksanakan sesuai dengan 
dan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 21 Tahun 2007. 

Pasal6 

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Bupati ini dibebankan pad a 
Ahggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2007. 

Pasal7 

Peraturan Bupati ini berlaku sejak tanggal dlundan!jkan. 

Agar setiap orang dapat mengeiahuinya memerintaHkllh pengundangan Peraturan Bupati ini 
dalam penempatannya dalam Serita Daetah Peabupaten Banyurttas. 

-·-7 Di.;ndal\';ll<an di PUl'l'iOkcrV• 
Pada Tanssal.. n ..... 1 . .JUN · 2007 · 

S!:KRETARIS u\EMH !(t\El./t' :,1 C;: 
" nuM,\S I 

Ditetapkan d i Banyumas 

pada \anggal ff . 1 JUN 2007 



'Lampiran I Peraturan Bupati Banyumas 

Nomor : 1--') Tl-I '.l.00 l 
Tanggal ff' I JUt,t 2007 

RINCIAN PENGHITUNGAN KEMAMPUAN KEUANGAN OAERAH KABUPATEN 

BANYUMAS TAHUN 2007 

Kemampuan Keuangan Daerah = Pendapatan Umum Oaerah dikurangi dengan Belanja 

Pegawai Negeri Sipil Oaerah ( KKD = PUD - BPNSD ) 

PU D terdiri dart : 

a. PAD 
b. Bagi hasli pusat 

Bagi hasil propinisi 
C. DAU 

Jumlah PUb 

Rp. 83.304.973.500 
Rp. 36.050.000.000 
Rp. 28.838.202.000 
Rp. 654.154.000.000 

Rp. 802.347.175.500 

Belanla Pegawai Negeri Sipil Daerah terdlri atas : 

· Ga]i Pokok : Rp.298.375.543.955 
- Tuhjangan Keluarga : Rp. 27 428.984.040 
- Tun]Br1tjan Jabatan Struktural : Rp. 7.109.567.877 
- Tunjantjan Jabatan Fungsional : Rp. 35.293.291.108 
- Tun]angan Beras : Rp. 21.708.532.182 
- Tunjan!jan PPh 21 : Rp. 3.801.813.870 
- Kekurangan gaji : Rp. 10.708.289.906 
- CPNS : Rp. 29.005.998.246 

Jumlah BPNSO Rp.'33.432.021.184 

Kemampuan Keuangan Oaerah = 

Rp 802.347.175.500 - Rp 433.432.021 .184 = Rp. 388.915.154.316 



No 

1 

2 

Lampiran II Peraturan Bupati Banyumas 

Nomor '),.~ Tit ?-C01 
Tanggal : [t I JUti 200 r. 

RINCIAN PENGHITUNGAN TUNJANOAN KOMUNIKASI INTEN'SIF ( TKI) 

PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 

KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2007. 

-
Unsur DPRD Penghitungan TKI Junilah Penerirhaan (Rp) 

Pimpinan 2 x Rp 2.100.000 4.200.00p 

Aliilgota 2 x Rp 2.100.000 4.200.000 



Lampiran Ill Peraturan Bupati Banyumas 

Nomor : 1-9 'T,; ?.OCq 

Tanggal: (I I JUN 2007 

RINCIAN PENGHITUNGAN BELANJA PENUNJANG OPERASIONAL PIMPINAN 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANYUMAS 

TAHUN 2007 

Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRO = 4 (empat) x uang representasi Kerua 

DPRD + 2½ (dua seperd ua) x uang representasi seluruh Wakil Ketua OPRO. 

BPO = 4 x Rp 2.100.000 + 2½ x (2 x Rp 1.680.000) 

= Rp 8.400.000 + 2½ x Rp 3.360.000 

= Rp 8.400.000 + Rp 8.400.000 

= Rp 16.800.000 



'Lampiran I Peraturan Bupati Banyumas 

Nomor : 1--') Tl-I '.l.00 l 
Tanggal ff' I JUt,t 2007 

RINCIAN PENGHITUNGAN KEMAMPUAN KEUANGAN OAERAH KABUPATEN 

BANYUMAS TAHUN 2007 

Kemampuan Keuangan Daerah = Pendapatan Umum Oaerah dikurangi dengan Belanja 

Pegawai Negeri Sipil Oaerah ( KKD = PUD - BPNSD ) 

PU D terdiri dart : 

a. PAD 
b. Bagi hasli pusat 

Bagi hasil propinisi 
C. DAU 

Jumlah PUb 

Rp. 83.304.973.500 
Rp. 36.050.000.000 
Rp. 28.838.202.000 
Rp. 654.154.000.000 

Rp. 802.347.175.500 

Belanla Pegawai Negeri Sipil Daerah terdlri atas : 

· Ga]i Pokok : Rp.298.375.543.955 
- Tuhjangan Keluarga : Rp. 27 428.984.040 
- Tun]Br1tjan Jabatan Struktural : Rp. 7.109.567.877 
- Tunjantjan Jabatan Fungsional : Rp. 35.293.291.108 
- Tun]angan Beras : Rp. 21.708.532.182 
- Tunjan!jan PPh 21 : Rp. 3.801.813.870 
- Kekurangan gaji : Rp. 10.708.289.906 
- CPNS : Rp. 29.005.998.246 

Jumlah BPNSO Rp.'33.432.021.184 

Kemampuan Keuangan Oaerah = 

Rp 802.347.175.500 - Rp 433.432.021 .184 = Rp. 388.915.154.316 


